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RANCANGAN

Undang-Undang

Masyarakat

Hukum Adat

(RUU MHA) men-

desak untuk di-

sahkan. Pe-

ngesahan regulasi

yang terkatung-

katung selama 15

tahun ini tidak ha-

nya penting sebagai pengakuan ter-

hadap masyarakat adat, tetapi juga

bekal untuk melindungi ekosistem dan

mewujudkan kedaulatan pangan.

Desakan itu diungkapkan anggota

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI

dari Kalimantan Tengah, Agustin Teras

Narang saat menghadiri diskusi publik

“Nilai dan Praktik Hukum Adat untuk

Penyelamatan Ekosistem dan Kedau-

latan Pangan” yang digelar Indonesia

Ocean Justice Initiative di Jakarta,

Senin (17/3/2025).

Sesungguhnya, RUU Masyarakat

Hukum Adat sangat dibutuhkan untuk

melindungi masyarakat adat. Tahun ini

diharapkan menjadi momentum untuk

mengesahkan rancangan regulasi yang

telah berulang kali masuk Prolegnas

tersebut.

Di dalam hukum adat itu, terdapat

kearifan lokal (local wisdom). Tjahjono

(2000) menjelaskan, kearifan lokal ada-

lah suatu sistem nilai dan norma yang

disusun, dianut, dipahami dan diap-

likasikan masyarakat lokal berdasarkan

pemahaman dan pengalaman mereka

dalam berinteraksi dengan lingkungan.

Contohnya, sistem yang diterapkan

masyarakat adat Dayak di Kalimantan

Tengah dalam mengelola lahan.

Pembukaan lahan secara tradisional di-

lakukan dengan cara membakar, tetapi

dengan luasan terbatas.

Pembakaran hutan tidak dilakukan

masyarakat adat secara serampangan.

Dalam hal ini, masyarakat membuat

sekat kanal di sekeliling lahan yang

dibakar. Dengan begitu, api tidak men-

jalar ke lahan di sebelahnya.

Hal itu merupakan kearifan lokal yang

saat ini sudah tergerus zaman. Yang ter-

jadi, sekarang ini, kebanyakan setelah

membakar hutan, lalu ditanami 2-3 kali,

kemudian perambah hutan itu kabur,

karena kesuburan tanah sudah berku-

rang.

Praktik masyarakat adat seharusnya

dijaga dengan baik, agar lahan yang ada

bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Masyarakat adat mempunyai nilai dan

praktik hidup yang selaras dengan pe-

ngelolaan alam berkelanjutan. Modal ini

bisa menjadi kunci dalam melindungi

ekologi dan mendukung kedaulatan pa-

ngan lokal. Namun, hal tersebut harus

dibarengi dengan penguatan perlindung-

an hak-hak masyarakat adat.

Sayangnya, perlindungan hak-hak

masyarakat adat di Indonesia masih

lemah. Perampasan lahan adat terjadi di

banyak tempat. Tak sedikit yang dikrim-

inalisasi saat mereka berjuang memper-

tahankan lahan adatnya.

Untuk itulah, tahun ini, RUU Masya-

rakat Hukum Adat kembali masuk

Program Legislasi Nasional (Prolegnas)

Prioritas 2025. Sejumlah pihak mende-

sak, pengesahan RUU ini sebagai bentuk

komitmen dalam melindungi hak-hak

masyarakat adat, sekaligus menjaga

kearifan lokal yang masih rele-

van dengan zaman.

Sesungguhnya, kearifan

lokal bukan sekadar tradisi us-

ang. Ia adalah harta karun

yang dapat membantu

meningkatkan produktivitas

pertanian, menjaga kelestari-

an lingkungan, dan mem-

perkuat ketahanan pangan.

Sayangnya, kearifan lokal

seringkali terabaikan dalam

pembangunan pertanian mo-

dern. Banyak praktik baik

yang mulai ditinggalkan, dan

petani kehilangan kendali atas

sumber daya mereka.

Contoh nyata kearifan lokal

di Indonesia, di antaranya

Sistem Subak di Bali. Sistem

irigasi tradisional ini, yang di-

dasarkan pada gotong-royong

dan pengelolaan air yang adil,

telah menjaga keberlanjutan

pertanian di Bali selama be-

rabad-abad. Namun, sistem ini sekarang

menghadapi tantangan akibat pariwisa-

ta dan alih fungsi lahan.

Hemat penulis, solusi untuk meng-

atasi masalah ini adalah penguatan

kelembagaan Subak, promosi pariwisata

berkelanjutan, dan perlindungan lahan

pertanian.

Contoh lainnya, pengelolaan lahan

Agroekologi di Desa Serang, Kecamatan

Karangreja, Purbalingga, Jawa-Tengah.

Masyarakat Desa Serang menggunakan

pupuk organik, pengendalian hama ala-

mi, dan konservasi tanah untuk menjaga

kesuburan lahan dan kualitas hasil pa-

nen.

Pengelolaan lahan secara agroekologi

membantu menjaga keseimbangan eko-

sistem pertanian dan mengurangi

dampak negatif terhadap lingkungan.

Jelasnya, dengan akulturasi kearifan

lokal dalam program pemberdayaan

petani seiring perkembangan teknologi

modern dan dampak media sosial yang

dahsyat, kita dapat menciptakan sistem

pertanian yang berkelanjutan.  ❑-f

*) Drs Prasetiyo MIKom, alumni

Magister Ilmu Komunikasi Unsoed, dan

kini sedang menempuh pendidikan di S-

3 Ilmu Pertanian Unsoed, Purwokerto.

Ingat Pembangunan, Ingat Kebudayaan

Prasetiyo

Pemerintah pulihkan hak-hak kor-

ban pelanggaran HAM berat masa lalu

-- Lebih baik terlambat daripada ti-

dak sama sekali

***

Di tengah  gelombang PHK, lulusan

PT wajib ciptakan peluang

-- Bukan peluang mencari kerja

lho………

***

Sumber uang Harun Masiku diduga

dari Djoko Tjandra

-- Masih menduga-duga saja

Kearifan Lokal dan Tantangan Zaman

TULISAN Prof

Aprinus Salam

(AS), berjudul

“Lupakan

Kebudayaan” (KR,

10/4/2025), seperti

gempa kebu-

dayaan. Mengapa

AS merasa perlu

mengambil judul

tersebut? Apakah

ini sesuatu yang dapat dijelaskan oleh

Bahasa, ataukah merupakan sesuatu

yang melampui teks itu sendiri, yakni se-

suatu yang tidak terjelaskan. Jika yang

kedua, maka dibutuhkan respons yang

semaksud. Suatu respon, yang tidak se-

kadar masuk ke dalam uraian dan argu-

mentasinya, melainkan justru memper-

soalkan kemungkinannya. Benarkah

dimungkinkan “melupakan kebu-

dayaan?”

Lupa: Peristiwa Kebudayaan

Sebagian dari kita mungkin saja

menganggap bahwa lupa sebagai

peristiwa kehilangan memori, dan

ingat sebagai proses menyimpan-

nya. Apakah dalam kebudayaan

demikian itu? Kita berpandangan

bahwa dalam kerangka kebu-

dayaan, keduanya (lupa dan ingat)

tidak berdiri sebagai lawan biner,

melainkan saling berkait. Para

pemikir mengatakan bahwa lupa

bukan tentang absennya sesuatu

(ingatan), melainkan suatu tin-

dakan mengelola ingatan itu

sendiri, yakni proses memilih apa

yang diingat, apa yang disingkir-

kan, apa yang ditekan, dan bagai-

mana mengelola kesemuanya.

Dengan demikian, lupa adalah

tindakan budaya—karena ia meli-

batkan seleksi nilai, narasi, dan

struktur makna dalam masyarakat. Kita

bisa datang ke dalam pengalaman priba-

di atau pengalaman bangsa. Sebagai

bangsa bisa saja bangsa tersebut “melu-

pakan” sejarah kelam (seperti kekerasan

politik) bukan karena ia hilang, tetapi

karena ia ditekan dalam struktur bu-

daya diam—entah melalui sensor,

pengabaian, atau pelurusan narasi.

Dalam ritual pemakaman, ada proses

“melupakan” individu secara fisik, tapi

mengingatnya secara simbolik—dalam

doa, nama, atau kenangan bersama.

Jadi, lupa bukan pasif, melainkan aktif.

Ia adalah proses kultural.

Strategi Kebudayaan

Dalam konteks budaya, lupa berfungsi

bukan untuk menghapus, tapi untuk me-

rawat dan menyusun kembali makna.

Dengan demikian, dapat diambil makna

bahwa: (a) lupa dapat berlaku layaknya

filter: tidak semua masa lalu bisa dibawa

terus. Kita memilih mana yang diberi

tempat dalam ingatan kolektif, mana

yang dilepas; (b) lupa dapat merupakan

suatu proses reorientasi: kita memben-

tuk arah baru dengan “melupakan” be-

ban yang menghambat, tapi tetap

menyadari bahwa sesuatu pernah ada;

dan (c) lupa bahkan dapat berfungsi se-

bagai langkah penyembuhan: trauma ti-

dak bisa dihapus, tetapi bisa dialihkan

atau diolah menjadi pelajaran—dan pro-

ses itu adalah kerja budaya.

Apakah nalar tersebut dapat diterima,

maka lupa adalah cara kebudayaan

mengatur waktu. Lupa bukan jenis

pengkhianatan terhadap masa lalu,

tetapi cara untuk menjadikan masa lalu

berguna bagi masa depan. Dalam kon-

teks ini, gagasan “melupakan kebu-

dayaan demi pembangunan” bukanlah

ajakan untuk menanggalkan budaya se-

cara keseluruhan, tetapi sesungguhnya

adalah usaha untuk mengganti bentuk-

bentuk budaya tertentu dengan tafsir

baru yang lebih fungsional terhadap tu-

juan mencapai “kemajuan”. Justru tan-

tangannya, pembangunan itu sendiri

adalah produk kebudayaan—ia lahir

dari sistem nilai, visi bersama, dan prak-

tik sosial yang terorganisasi. Maka alih-

alih melupakan kebudayaan, yang dibu-

tuhkan adalah “mengingat” bahwa pem-

bangunan adalah bagian dari strategi ke-

budayaan itu sendiri. Hendak dikatakan

di sini bahwa lupa yang sejati bukanlah

pengingkaran terhadap masa lalu,

melainkan reorganisasi memori demi

masa depan yang lebih adil dan

bermartabat. Suatu strategi kebu-

dayaan.

Ingat Pembangunan

Sampai di sini kita dapat mengerti

bahwa melupakan kebudayaan sebe-

narnya adalah hal yang tidak mungkin.

Karena melupakan adalah bentuk lain

dari mengingat. Karena itu, yang dibu-

tuhkan bukan lah melupakan, seba-

liknya adalah mengingat itu sendiri,

yakni mengingat Pembangunan. Kita

khawatir bahwa pembangunan seba-

gaimana adanya, dengan seluruh

hakekat keberadaannya, sebe-

narnya telah dilupakan. Bukti kelu-

paan atau melupakan yang paling

telanjang adalah hadirnya kekeras-

an, kesenjangan, kemiskinan dan

kerusakan lingkungan yang telah

sangat membahayakan kehidupan

bersama kita.

Pembangunan dibiarkan dicuri

dan hadir sebagai “sosok” yang

gerowong, yang dengan itu, menjadi

mudah sekali diisi dengan maksud-

maksud yang justru hendak dilawan

dengan hadirnya pembangunan.

Dengan mengingat pembangunan,

maka kita akan terpanggil untuk

mengawasi dan terlibat dalam pro-

sesnya, sehingga yang kosong diisi

dan yang menyimpang dapat dilu-

ruskan. Apa yang jarang diduga

adalah bahwa dengan gerak pemba-

ngunan yang setia pada tujuannya,

adalah cara utama merawat kebu-

dayaan atau senantiasa mengingat

kebudayaan. Mengapa? Karena pemba-

ngunan, dalam kerangka ini adalah

manifestasi dari kebudayaan. Ingat pem-

bangunan adalah jalan mengingat kebu-

dayaan.  ❑-f

*) Sigit Sugito, Institut KAHADE.

Sigit SugitoPola  Kekerasan Seksual Kian Memrihatinkan
HARI-HARI ini naluri kemanusi-

aan kita dihentak realitas yang sulit
diterima akal sehat. Miris! Realitas
yang  muncul kian menegaskan bila
pelaku kekerasan seksual dari kala-
ngan terdidik, berkuasa terus
meningkat, selain orang terdekat.
Kasus eks Kapolres Ngada NTT,
kasus jurnalis Juwita di Banjarbaru
Kalimantan Selatan. Bak ledakan
bom ketika UGM memecat guru be-
sar pelaku kekerasan seksual serta
kasus dokter PPDS Unpad, yang
jumlah  korbannya kini bertambah.
(KR, 12/4). Dari 4 kasus yang
terungkap ini saja, korban sudah
belasan.

Realitas ini memberi pelajaran
pada kita bahwa intelektualitas tidak
selamanya mampu mencegah se-
seorang menjadi predator seksual.
Pasalnya, kekerasan seksual tidak
sekadar nafsu, tetapi juga soal
kekuasaan dan kontrol. Disinilah
benang merah kalimat bijak : ilmu
tanpa agama lumpuh, agama tanpa
ilmu buta. Ungkapan yang menun-
jukkan betapa keduanya memiliki
hubungan penting dan saling me-
lengkapi. Bagaimana ketika pelaku
adalah berilmu tinggi dan beraga-
ma dengan baik? 

Relasi kuasa ini pula yang me-
nyebabkan sangat jarang pelaku
kekerasan seksual dihukum maksi-
mal. Maka masyarakat  layak men-
gapresiasi keputusan UGM yang
memecat guru besar pelaku keke-
rasan seksual dengan belasan kor-
ban. Bahkan Kemenristekdikti pun
sebagai lembaga yang lebih tinggi,
segera menindaklanjuti kasus UGM
(KR, 9/4). 

Menghukum berat pelaku keke-
rasan seksual harus terus dilan-
tangkan.  Hukuman yang memberi-
kan efek jera bagi pelaku harus di-
lakukan. Menteri PP-PA Arifatul
Choiri Fauzie bahkan menyebut-
kan, ancaman pidana tersangka
dapat ditambah sepertiga karena
dilakukan tenaga medis atau pro-
fessional, dalam situasi relasi kua-
sa. Atau mengakibatkan dampak
berat bagi korban termasuk trauma
psikhis, luka berat hingga kematian.

Dan apa yang terjadi di UGM
harus menjadi pelajaran bagi per-
guruan tinggi lain untuk tidak berlin-
dung dari dalih reputasi akademik.
Apalagi mengingat data  Menteri
PP-PA per-April 2024 yang  menye-
but terjadi 2.681 kasus kekerasan
seksual di lingkungan pendidikan
tinggi. Artinya, banyak kasus keke-

rasan seksual yang terjadi di pergu-
ruan tinggi dan harus mendapat
perhatian. Apalagi belum semua
perguruan tinggi memiliki Satuan
Tugas Pencegahan dan
Penanganan Kekerasan Seksual
(Satgas PPKS). Jika sudah ada
pun harus diberi ‘taring’ hingga tidak
kalah power bila pelaku adalah
oknum pejabat fakultas/universitas.

Tidak seorang pun perempuan,
pantas mengalami kekerasan ter-
lebih kekerasan seksual. Tetapi da-
ta terbaru Komnas Perempuan da-
lam Catatan Tahunan 2024 yang
dirilis 7 Maret 2025 mengungkap
terjadinya 330.097 kasus kekeras-
an berbasis gender terhadap
perempuan. Angka ini naik 14,17%
dibanding tahun sebelumnya. Yang
membuat miris, kekerasan seksual
menempati posisi tertinggi 26,94%. 

Kian memrihatinkan, data
Simtem Informasi Online Perlin-
dungan Perempuan dan Anak
(Simfoni PPA) mencatat, sejak 1
Januari – 12 Maret 2025 telah terja-
di 4.281 kasus. Angka tersebut
merupakan kasus yang telah dila-
porkan melalui pelbagai layanan
penanganan kekerasan. Dari
angka tersebut, 80,4% korban ke-
kerasan berjenis kelamin perem-
puan, 62,6% korban berusia anak.

Serangkaian kasus kekerasan
seksual yang terjadi di berbagai
wilayah Indonesia sepanjang 2024
dan dalam triwulan pertama 2025
ini menunjukkan pola mengkha-
watirkan. Nyaris sudah tidak ada la-
gi zona aman bagi perempuan dari
kekerasan terlebih kekerasan sek-
sual. Ketika lembaga pendidikan
hingga perguruan tinggi, rumahsak-
it bahkan rumah sendiri  makin
rentan kekerasan. Sedang pelaku
adalah ‘orang terhormat’ :  dokter,
polisi/militer, pejabat,  dosen
bahkan guru besar. 

Demi masa depan korban, pe-
nyelesaian yang sensitif korban
harus diterapkan. Mengingat keke-
rasan seksual tidak sekadar nafsu,
tetapi juga soal kekuasaan dan con-
trol, upaya penyelesaian tidak
cukup dengan aturan hukum sema-
ta. Juga   harus ada kesepakatan
semua pihak termasuk masyarakat
untuk  dapat meningkatkan per-
anserta dengan melaporkan bila
mengetahui adanya kekerasan
tersebut. Regulasi yang ada, harus
disertai komitmen kuat mencip-
takan lingkungan aman, nyaman
dan menghormati perempuan.  ❑-f
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